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Pemohon : 1. Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim 
2. Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono 

Jenis Perkara : Pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) 

Pokok Perkara 
 

: Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28B 
ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan 
laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan 
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, 
sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 
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ayahnya”; 
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Tanggal Putusan : Jumat, 17 februari 2012 
Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan 
akibat berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal a quo menyebabkan kerugian hak konstitusional 
Pemohon dan anaknya yang berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D 
ayat (1)UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan 
pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai 
sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 
Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon menguji 
konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 
1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang 
untuk mengadili permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum, hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar adalah 
hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan 
pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki 
oleh Pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini 
jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan 
rukun nikah dalam Islam.  

Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai 
dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. 
Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah 
menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Selanjutnya, dengan memperhatikan akibat 
yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, 
menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para 
Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan a quo. 

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 1/1974, setelah memeriksa dengan saksama 
permohonan, bukti surat/tulisan, dan saksi/ahli yang diajukan para Pemohon, keterangan 
Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden yang diajukan oleh Presiden, Mahkamah 
mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: 

1. Faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh 
agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan 
perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban 
administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan 
tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif: 

2. perspektif negara, pencatatan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan 
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang 
merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara 
hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. Pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian 
menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena 
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pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; 

3. pencatatan secara administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai 
perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang 
berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan 
dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan 
pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang 
bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya 
bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 
terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang 
memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian 
mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul 
anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan 
dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih 
efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 

4. Secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan 
antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui 
cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya 
pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan 
bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan 
hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan 
tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual 
yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 
jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak 
anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan 
perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak 
itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran 
karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan 
dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan 
kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak; 

5. Adapun hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata 
karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian 
adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan 
demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan 
harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan 
adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa 
karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 
status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-
tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk 
terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih 
dipersengketakan. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil para 
Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut 
hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) 
yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata 
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 
selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 
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1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus 
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya”; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 

 

 


